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MOTTO : 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

kesanggupannya.” (QS. Al Baqarah : 286) 

 

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang 

didasarkan pada ilmu pengetahuan.” (Ali Bin Abi Thalib) 
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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA 

BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM BENTUK PERTAMINI DIGITAL DI 

DESA SIDOMULYO, BELITANG OKU TIMUR 

Di Kabupaten OKU Timur, sejak dulu keberadaan penjual BBM Eceran yang 

dalam arti disini yaitu menjual premium, pertalite dan solar sangat banyak 

manfaatnya bagi masyarakat yang menjadi konsumen, dikarenakan tempat pembelian 

BBM di SPBU jauh sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat. Namun sekarang 

sejak berkembangnya pemikiran serta keterampilan maka dibuatla di tempat atau alat 

yang meniru penjulan di SPBU yaitu dengan menggunakan mesin atau pompa 

“Pertamini Digital”. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini: 

Bagaimana  legalitas penjual Bahan Bakar Minyak dalam bentuk pertamini digital, 

dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen BBM yang membeli 

dari pertamini digital di Desa Sidomulyo, Belitang. Penelitian ini menggunakan 

Metode Penelitian Hukum empiris dengan menggumpulkan data dari lapangan, 

dengan cara wawancara, dan kuisioner. Hasil penelitian ini yaitu Legalitas penjual 

Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk Pertamini Digital yaitu dinyatakan ilegal 

berdasarkan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam pasal 55. Pengoperasian 

dan pengelolaan Pertamini Digital di Belitang menggunakan Payung hukum yaitu 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/2017 

tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-

DAG/PER/9/2017. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 08/M-

DAG/PER/2/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 

37/M-DAG/PER/9/2017. Mengenai perlindungan konsumen pengguna Bahan Bakar 

Minyak (BBM) dalam bentuk Pertamini Digital di Desa Sidomulyo Belitang bahwa 

pelaku usaha kurang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam segi 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

yaitu tidak adanya alat pemadam kebakaran dan alat pengukur tera tidak berdasarkan 

standar Nasioal. 

Kata Kunci: Pertamini, Bahan Bakar Minyak 

 

Pembimbing Utama,     Pembimbing Pembantu, 
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 NIP. 195806081985112001          NIP. 197002071996032002 

Ketua Bagian Hukum Perdata 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum yang dalam menjalankan 

pemerintahannya berdasarkan pada hukum, maka tidak boleh menyalahi 

aturan hukum. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya akan 

sumber daya alam. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan 

taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar 1945.  

Dalam pembangunan nasional, minyak dan gas bumi mempunyai 

peranan penting terutama sebagai sumber energi di dalam negeri, sumber 

penerimaan negara dan devisa dan bahan baku industri. Dalam neraca 

perdagangan dan APBN, sektor migas memberikan sumbangan sangat berarti 

dalam penerimaan rutin.1 

Dalam Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan 

Gas Bumi. Dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:2  

“Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang 

dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, 

termasuk aspal, lilin mineral atau ozokeit, dan bitumen yang diperoleh dari 

proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan 

hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha 

Minyak dan Gas Bumi. Minyak Bumi sebagai sumber daya alam yang 

                                                             
1 Syaiful Bakhri , Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-

undangan, (Kreasi Total Media, Jakarta:2012), hlm. 86. 
2 Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi 
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strategis, terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia 

merupakan kekayaan Nasional dikuasi oleh Negara.” 

 

 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2001 Tentang 

Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alam berupa hidrokarbon yang 

dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosper berupa fase gas yang 

diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Gas bumi 

merupakan komponen vital untuk suplai energi dunia yang sebagai sumber 

penting produksi bahan bakar.  

 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2001 Tentang 

Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan 

bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Bahan Bakar Minyak 

merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi paling sering 

digunakan oleh manusia. 

 Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2001 Tentang 

Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah 

kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu padakegiatan usaha 

Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. 

 Bahan bakar minyak sendiri merupakan suatu materi yang bisa diubah 

menjadi energi paling sering digunakan manusia. Undang-Undang  Minyak 

dan Gas Bumi memuat tentang substansi pokok mengenai ketentuan bahwa 

Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di 

dalam wilayah hukum pertambangan Indonesiamerupakan kekayaan nasional 
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yang dikuasai oleh negara, dan  penyelenggaraannya dilakukan oleh 

pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada Kegiatan Usaha 

Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat 

Izin Usaha dari Pemerintah. 

 Izin Usaha ini diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi 

dan/atau usaha Gas Bumi yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-

Undang  Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan 

atas izin usaha pengelolaan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan 

dan izin usaha niaga. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

Tentang Minyak dan Gas Bumi, izin usaha paling sedikit memuat nama, 

penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan 

pengusahaan dan syarat teknis.  

Dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 

Bumi Nomor 6 Tahun 2015, Pasal 6 menjelaskan beberapa syarat untuk 

menjadi sub penyalur adalah sebagai berikut:  

1. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar 

Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

2. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling 

banyak 3.000 liter memenuhi persyaratan teknis keselamatan 

kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

3. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyarat 

teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 



4 
 

4. Memiliki izin lokasi dari Pemerintaha Daerah setempat untuk 

dibangun fasilitas Sub Penyalur.  

 

5. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum 

berjarak 5 km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur 

Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 km dari Penyalur 

berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 

terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan, serta memiliki data konsumen 

pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh 

Pemerintah Daerah setempat.  

 

 Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh 

Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam 

melaksanakan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau 

perniagaan, yang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Pemerintah 

mengeluarkan izin usaha setelah badan usaha yang dimaksud mendapat 

rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 

yang selanjutnya disingkat BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang 

kemudian diangkut ke dalam instalasi penampungan dan disalurkan kedepot-

depot lalu sebagian langsung ke industri dan sebagian dikirim ke Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) dengan menggunakan truk 

tanki.  

Sejak dulu keberadaan penjual BBM Eceran yang dalam arti disini 

yaitu premium, pertalite dan solar sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat 

yang menjadi konsumen, dikarenakan tempat pembelian BBM di SPBU jauh 

sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat. Penjual BBM eceran selain 
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mendapatkan keuntungan yang sangat menjanjikan juga mudah dalam 

menjualkan BBM ini. Dulu penjual BBM eceran banyak menggunakan botol 

untuk menaruh BBM yang siap untuk dijual. Namun sekarang sejak 

berkembangnya pemikiran serta keterampilan maka dibuatla di tempat atau 

alat yang meniru penjulan di SPBU yaitu dengan menggunakan mesin atau 

pompa. Sehingga kini banyak diminati oleh para penjual BBM eceran. 

Berdasarkan kondisi eksisting jumlah penduduk Kabupaten OKU 

TIMUR tercatat 634.700 jiwa.3 Dengan padatnya penduduk dan sedikitnya 

ketersediaan SPBU di Kabupaten OKU Timur maka hadir pertamini digital 

untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat OKU Timur. Jarak dari SPBU yang 

satu ke SPBU yang lain berkisar 10km sehingga banyak penjual BBM dalam 

bentuk pertamini digital. Salah satu sampel di Desa Sidomulyo Kecamatan 

Belitang terdapat Pertamini digitalyang mesin atau pompa juga dilengkapi 

dengan takaran BBM yaitu menggunakan mesin digital yang dimana BBM 

tersebut disimpan di dalam drum atau di bawah tanah yang dilengkapi dengan 

pompa kemudian tinggal menekan angka nominal sesuai permintaan 

konsumen yang ingin mengisi BBM dengan otomatis BBM akan mengalir ke 

tangki kendaraan melalui selang. Pengecer menggunakan nama Pertamini 

(Pertamina-mini) sengaja menggunakan nama mirip Pertamina dimaksud agar 

masyarakat yang menjadi konsumen tidak merasa ragu untuk mengisi BBM di 

                                                             
3  Pemerintah Kab.Oku Timur, “Demografi Ogan Komering Ulu Timur” diakses dari 

http://www.okutimurkab.go.id pada tanggal 20-Januari-2018 pukul 19.15 WIB 
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tempat tersebut. Namun dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui dampak 

atau bahaya yang akan dirasakan jika di tempat tersebut terjadi kebakaran 

dikarenakan masyarakat tidak mengetahui standar keamanan. Pertamina 

sendiri dalam menjualkan BBM melalui SPBU menerapkan aturan yang telah 

dibuat secara ketat mengenai izin, keamanannya, kontrol pada mesin yang 

akan digunakan, takaran pada bahan bakar dan pengawasan yang dilakukan 

agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang aman 

dan nyaman. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen “Perlindungan konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen”.4 

Dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen hak konsumen adalah:5 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi 

serta jaminan yang dijanjikan; 

 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan; 

 

                                                             
4 Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2011, hlm.1 
5 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

 

g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undang anlainnya. 

 

Adapun beberapa kasus yang terjadi seperti di Desa Serag Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo pada tanggal 2 Juli 2017 yang dimana terdapat 6 

rumah ludes terbakar api dan kasus yang terjadi di Desa Petaling, Kabupaten 

Bangka pada 27 Agustus 2017 membakar beberapa bangunan di sekitarnya.6 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik dan ingin mengkaji penelitian 

tentang legalitas penjual BBM secara digital dan perlindungan terhadap 

konsumennya dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KONSUMEN PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM 

BENTUK PERTAMINI DIGITALDI DESA SIDOMULYO, BELITANG 

OKU TIMUR. 

 

 

 

 

                                                             
6 Malang times, “Pertamini, Bisnis Bensin Eceran yang Banyak Memakan Korban” diakses 

dari http://m.malangtimes,com/baca/19396/20170713/220323/pertamini-bisnis-bensin-eceran-yang-

banyak-memakan-korban/, pada tanggal 20-Januari-2018 pukul 19.30 WIB. 

http://m.malangtimes,com/baca/19396/20170713/220323/pertamini-bisnis-bensin-eceran-yang-banyak-memakan-korban/
http://m.malangtimes,com/baca/19396/20170713/220323/pertamini-bisnis-bensin-eceran-yang-banyak-memakan-korban/
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana  legalitas penjual Bahan Bakar Minyak dalam bentuk 

pertamini digital? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen BBM 

yang membeli dari pertamini digital di Desa Sidomulyo, Belitang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian 

hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami legalitas penjual Bahan Bakar 

Minyak dalam bentuk pertamini digital. 

2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum 

terhadap konsumen BBM  yang membeli dari pertamini digital di Desa 

Sidomulyo, Belitang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian harus ada kegunaan dalam memecahkan 

masalah yang akan diteliti. Karena itu suatu penelitian setidaknya dapat 

memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat yang ingin penulis 

capai dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

perkuliahan dan membandingkan praktek yang ada di lapangan, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran 

terhadap perkembangan ilmu hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan referensi untuk kepentingan yang 

sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum dan sebagai bahan 

tambahan dalam kepustakaan yaitu di bidang hukum acara perdata. 

 

E. Kerangka Teori 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang 

menyangkut mengenai masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk 

menjawab permasalahan dalam penulisan ini yaitu: 

1. Teori Kepastian Hukum 

  Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua 

pengertian yaitu yang pertama, adanya aturan yang bersifat 

umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena 

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat 
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mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh  

Negara terhadap individu.7 

2. Teori Perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum 

dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang 

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga 

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang 

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk 

memperoleh keadilan sosial.8 

 Perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan 

pemerintahan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan 

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-

hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan 

perlidungan yang refrensif yang bertujuan untuk menyelesaikan 

                                                             
7 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1999, 

hlm.23. 
8 Satjipto Raharjo. Ilmu hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55. 
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terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga 

pengadilan.9 

 

3. Teori Perlindungan Konsumen 

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif pada 20 April 

2006 hingga dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-

undangan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK), belum banyak terdapat perubahan sikap perlakuan 

pelaku usaha terhadap konsumen. Hal ini terlihat sebagian besar 

komoditas yang terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak 

konsumen. 10  Perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen.  

 

4.  Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

   Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, asas Perlindungan Konsumen adalah: 

                                                             
9  Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, hlm.29. 
10 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana 

Indonesia 2006, hlm 63 
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a. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, 

serta kepastian hukum. 

b. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha 

bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam 

pembangunan nasional, yaitu:11 

1. Asas manfaat dimaksud untuk mengamatkan 

bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan 

perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi 

seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal 

dan memberikan kesempatan kepada konsumen 

dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3. Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan 

keseimbangan antara kepentingan konsumen, 

pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil 

dan spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen 

dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas 

keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

dalam penggussn, pemsksisn, dan pemanfaatan 

                                                             
11 Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 



13 
 

barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku 

usaha maupun konsumen menaati hukum dan 

memperoleh keadilan dalam meyelenggarakan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

 

Tujuan Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, yaitu:  

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri. 

 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 

dan/atau jasa. 

 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 

 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur 

dan bertanggung jawab dalam berusaha. 

 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 

 

 Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan isi 

pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, 

karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir 
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yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum 

perlindungan konsumen.12 

 Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas 

bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan 

hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf 

e. Sementara tujuan untuk memberi kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan 

huruf a, b dan huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan 

kepastian hukum terlihat dalam rumusan d. Pengelompokan ini tidak berlaku 

mutlak, karena seperti dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai f terdapat 

tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda.13 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum empiris, dengan menggumpulkan data dari lapangan, yang 

diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat, dengan melihat sesuatu 

kenyataan hukum didalam masyarakat, tentang permasalahan hukum yang 

terjadi di masyarakat, dengan cara wawancara, observasi, kuisioner, maupun 

sample. 

 

                                                             
12  Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2010, hlm.18 
13 Ibid, hlm.35 



15 
 

2. Metode Pendekatan 

Pendekatan dari penelitian ini dilakukan secara pendekatan Undang-

Undang (statute approach) 14  dan pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan Undang-Undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua 

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.15 

 

3. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di Kabupaten OKU TIMUR, Kecamatan Belitang, 

Desa Sidomulyo BK 9. 

 

4. Sumber Data 

Sebagai sumber data, digunakan data-data yang berupa: 

1). Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui 

wawancara langsung dari pihak terkait, observasi, kuisioner maupun 

laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah 

oleh peneliti.16 

2). Data Sekunder terdiri dari : 

a.   Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri 

dari: 

                                                             
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2011 hlm.92 
15 Ibid, hlm.93 
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2011 hlm.106 
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a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen.  

b) Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan 

Gas Bumi.  

c) Peraturan Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas No 6 Tahun 

2015. 

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan 

penjelasan mengenai semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini 

meliputi:17 

a) Buku-buku Teks 

b) Kamus-kamus Hukum  

c) Jurnal-jurnal Hukum 

d) Komentar-komentar 

 

c.  Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada 

keterkaitannya dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, 

memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi dan penjelasan 

terhadap bahan hukum, namun dapat juga dijadikan bahan analisa 

terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus, 

ensiklopedia, buletin, majalah, artikel di internet, jurnal dan 

bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

 

                                                             
17 Ibid, hlm.142 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan  

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah 

dengan serangkaian kegitan studi dokumentasi dengan cara 

mengumpulkan, membaca, mempelajari memilih, mencatat, 

mengutip buku-buku referensi atau literatur dan menelaah peraturan 

perundang-undangan, juga informasi lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini.  

 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan 

melalui penelitian lapangan di Desa Sidomulyo dengan Penjual 

Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamini Digital serta konsumen 

pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan teknik 

wawancara atau kuisioner. Wawancara atau kuisioner dilakukan oleh 

penulis (sebagai peneliti) dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

yang dirancang agar diperoleh jawaban-jawaban dari responden yang 

relevan dengan permasalahn penelitian.18 

 

 

 

 

                                                             
18  Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada (Cetakan Ke-I, 2004), hlm.82. 



18 
 

6. Teknik Analisis Data  

 Bahan dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis 

dengan metode deskriptif kualitatif dalam arti dimaksudkan peneliti 

memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi 

hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu. Dalam 

mendeskripsikan dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau 

pendapat pribadi peneliti. 19 

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Untuk menarik kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara 

induktif. Proses berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai 

dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dan pengalaman. 

Data hasil pengamatan disusun, diolah, dikaji untuk kemudian ditarik 

maknanya dalam bentuk pernytaan atau kesimpulan yang bersifat 

umum.20 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika. Jakarta. 2010, hlm. 152 
20Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, 2008, hlm. 112 
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